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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

 Papua adalah salah satu pulau konflik tersubur dan terlama di Indonesia. 

Konflik di Papua sudah berlangsung sejak 1963 hingga kini.  Karena itu, Papua 

masih diberi label sebagai daerah konflik, bahkan juga tercatat sebagai daerah 

konflik bernuansa kekerasan terlama di Indonesia. Konflik ini terjadi antara Papua 

dan Jakarta. Percikan konflik tersebut telah mengusung dampak buruk terhadap 

semua orang baik pihak Papua maupun Jakarta. Akibat dari konflik ini banyak 

orang telah menjadi korban.  

Konflik vertikal ini tentunya memiliki dasar persoalan. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 

berhasil merumuskan empat permasalahan mendasar, yakni marginalisasi 

penduduk asli Papua, kegagalan pembangunan, pelanggaran HAM dan kekerasan 

militer, dan proses integrasi Papua ke Indonesia yang dianggap bermasalah. Akar 

persoalan ini akhirnya membangkitkan amarah dalam hati masyarakat Papua 

terhadap pemerintah pusat. Kemarahan rakyat Papua sering terungkap lewat 

tindakan demonstrasi.  

 Mengakhiri konflik vertikal dan merespons tuntutan dari masyarakat 

Papua, pemerintah pusat merumuskan berbagai kebijakan dan pendekatan. Sejak 

bermulanya konflik, pemerintah pusat berusaha menanggapinya dengan 

pendekatan keamanan. Namun pendekatan tersebut tidak membawa hasil yang 

memuaskan. Justru dengan menerapkan pendekatan ini, korban jiwa makin banyak 

di tanah Papua. Dan kasus pelanggaran HAM di Papua makin meningkat. Karena, 

pendekatan ini dianggap kurang efektif dan justru menambah pelanggaran HAM, 

maka pemerintah pusat melakukan pendekatan pembangunan. Pemerintah pusat 

sangat optimis dengan kebijakan dan pendekatan yang digagas dan diterapkan di 

Papua untuk memberhentikan lajunya konflik vertikal di Papua. Perlu diakui 

bahwa setidaknya pendekatan pembangunan ini telah mengubah wajah Papua 

sebagian. Terlepas dari keberhasilan, tentunya pendekatan pembangunan masih 
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mengisahkan problem. Hal ini terlihat dari minimnya berbagai fasilitas umum, 

tenaga guru yang sangat terbatas dan jalan-jalan di pelosok-pelosok belum 

dibangun. Hal ini telah menimbulkan kemacetan dalam pembangunan, baik secara 

fisik maupun mental di Papua. 

 Tujuan utama kebijakan pemerintah pusat adalah mengsejahterakan dan 

meredam tuntutan referendum dari masyarakat Papua. Namun, masyarakat Papua 

tidak antusias menyambut kebijakan pemerintah pusat itu. Hal ini karena setiap 

kebijakan lahir dari inisiatif pemerintah pusat bukan inisiatif masyarakat setempat. 

Perspektif dari masyarakat Papua bahwa kebijakan itu hanya siasat semata untuk 

meredam perjuangan kemederkaan bagi bangsa Papua dan mengolkan tujuan serta 

kepentingan mereka sendiri. Karena itu, perjuangan kemerdekaan bangsa Papua 

terus digemakan. Namun, dari perjuangan ini telah melahirkan konflik vertikal. 

Konflik vertikal masih terpekik di tanah Papua karena adanya perbedaan ideologi, 

nilai, pemahaman dan kepentingan yang amat mencolok.  

 Mengatasi perbedaan pandangan, pemahaman, ideologi dan kepentingan 

yang telah melahirkan konflik, etika diskursus Habermas hadir untuk mengatasi 

konflik vertikal tersebut. Menurut Habermas setiap perbedaan harus 

didiskursuskan secara rasional dan argumentatif agar mencapai saling pengertian 

dan pemahaman timbal balik. Hemat penulis, komunikasi yang rasional dan 

argumentatif adalah kunci utama untuk menguraikan konflik vertikal di Papua. 

Ketika komunikasi tidak mendapat posisi dalam konteks Papua, maka sejauh itu 

pula konflik vertikal akan terus terjadi.  Karena itu, konflik vertikal itu harus 

dibendung dengan sarana dialog. Tujuan dialog adalah menjelaskan perbedaan 

pemahaman, dan kepentingan sehingga kedua kubu yang berkonflik bisa 

menghasilkan persetujuan atau konsensus rasional demi kemaslahatan bersama. 

5.2 Saran 

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis ingin mengajukan beberapa saran sebagai 

berikut: 
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5.2.1 Bagi Pemerintah 

Pemerintah perlu membuka kanal-kanal dialog yang lebih inklusif, dan 

melibatkan masyarakat Papua sebagai subjek, bukan hanya objek kebijakan. 

Pemerintah juga harus memastikan bahwa forum-forum dialog berjalan dengan 

kesetaraan, transparansi dan tidak diskriminatif. 

5.2.2 Bagi Masyarakat Papua  

Orang asli Papua perlu mengartikulasikan aspirasi dan identitas mereka 

secara konstruktif dalam ruang-ruang publik. Pendekatan yang berbasis pada 

diskursus memungkin perbedaan pandangan untuk didamaikan melalui argumen 

yang rasional tanpa tekanan dan diskrimanasi dari pihak mana pun. 

5.2.3 Bagi Pembuat Kebijakan dan Pemimpin Daerah 

Dalam pembuatan kebijakan tertentu, pemerintah harus menerapkan etika 

diskursus.  Tujuan ini bermaksud agar kebijkan dihasilkan berangkat dari apa yang 

menjadi keinginan dan kebutuhan yang telah disepekati bersama dalam diskursus.  

5.2.4 Bagi Pihak yang Berkonflik 

Pihak yang berkonflik tentu mempunyai segudang ide, pemahaman, 

keinginan, kepentingan dan ideologi tertentu. Semuanya itu, harus didiskursuskan 

secara jujur dan terbuka agar saling memahami satu sama lain. Ketika setiap kubu 

tidak ingin terbuka mendialogkan isi hatinya, maka sejauh itu juga konflik akan 

terus bergema. Karena itu, para aktor perlu membuka diri dan mau berdialog 

secara rasional supaya damai dan kesejahteraan dapat bertakhta di tengah kita.   
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